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PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Skg

Z P\ »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang mepmeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya
disebut Penggugat.

Mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

TErgugat, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya
disebutTergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil

sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
hari Kamis, 13 September 2012, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten
Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/14/IX/2012, tanggal
28September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 5 bulan, dan bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena
a. Tergugat selalu keluar malam untuk minum minuman keras sampai

mabuk;

b. Tergugat menjual sapi milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan
orang tua Penggugat dan hasil penjualannya dipakainya untuk
membayar utang karena Tergugat terlilit utang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Februari 2016 hingga sekarang selama 1 tahun, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat meninggalkan
Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi
dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan Ilebih baik bercerai
dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan
hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TErgugat terhadap Penggugat

Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak hadir di
persidangan.

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya
persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan
Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor:
152/14/1X/2012 Tanggal 28 September 2012;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah
menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;
1. Saksi |, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Andi Baso.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah saksi selama 3 (tiga) tahun lebih;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun tidak

berlanjut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan percekcokan.
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- Bahwa perselisihan dan percekcokan sering terjadi karena
Tergugat sering keluar rumah di malam hari untuk minum minuman
keras sampai mabuk, bahkan Tergugat memiliki banyak utang dan telah
menjual sapi saksi tanpa setahu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
rukun.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar,
namun tidak berhasil.

2. Saksi ll, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Baso.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun
belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi,
penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekcokan;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan percekcokan karena Tergugat sering keluar malam
untuk minum-minuman keras sampai mabuk mabukan, bahkan Tergugat
telah menjual sapi orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua

Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan selama berpisah

tempat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan

sudah tidak saling peduli lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan
mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;
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Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah
tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud
Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 20
Februari 2017 dan 06 Maret 2017 dan atas ketidak hadiran Tergugat tersebut
tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup
alasan bagi Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat
dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada
pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
sering keluar malam untuk minum minuman keras sampai mabuk-mabukan
bahkan Tergugat telah menjual sapi milik orang tua Penggugat tanpa
sepengetahuan orang tuaPenggugat untuk dipakai bayar hutangnya Tergugat
yang akhirnya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak
bulan Februari 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan
beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannyanya, Penggugat
mengajukan alat bukti P, fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan
sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan
Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang
Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal
yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, bukti
tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan
dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat
adalah suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan
dua orang keluarga dekat Penggugat yang kedudukannya sebagai saksi yang
keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun
lebih, namun dari awal pernikahannya selalu terjadi perselisihan dan
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percekcokan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman
keras sampai mabuk mabukan bahkan Tergugat telah menjual sapi milik orang
tua Penggugat tanpa seizin Orang tua Penggugat hingga akhirnya Tergugat
meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2016 yang menyebabkan
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa
saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan
keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada
pengetahuan saksi yang dilihat dan dialami oleh saksi, saling bersesuaian
keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan perkara ini
maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat
bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup
rukun selama 3 (tiga) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam untuk minum
minuman keras, bahkan Tergugat telah menjual sapi milik orang tua
Penggugat tanpa setahu orang tua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang tanpa saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup
alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1979 dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan
bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
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yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa saling peduli
lagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus
terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
adalah perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya
pecah dan sangat sulit untuk dapat rukun kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami
istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat)
sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan
sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri
tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti
itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan
tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak
peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang
kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari
suasana utuh dalam kebahagian.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci,
kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap
dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan
sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan
tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus
didahulukan daripada memperoleh kemaslahan”.
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Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai
maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan
disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai
ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat
sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi
mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah
tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut
dihubungakan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik
bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri
perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan
perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu
gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan
berdasar hukum danternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1)
R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan
Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan
verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Figh dalam Kitab Ahkamul
Qur'an Juz Il hal 405 yang artinya “ Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam
didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu
maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya *“.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan
Agama KecamatanTakkalalla, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat
pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat.
Mengingat peraturan Perundang-Undangan vyang berlaku serta
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,

TErgugat, terhadap Penggugat, Penggugat.

4, Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama

Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Takkalalla untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara

sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati
D, M.H sebagai Ketua Majelis,Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H. Makka
A,masinng-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
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Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin, S.Ag, M.H, sebagai Panitera
Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Dra. Hj.Faridah Mustafa Dra. Hasniati D, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 450.000,00.
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 231.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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